
Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Indonesia telah menjangkit hingga
ke 131 kabupaten/kota di 13 provinsi. Data per 1 Februari 2025 yang dirilis oleh Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan)
mencatatkan sebanyak 30.376 hewan ternak telah terjangkit wabah ini, dengan jumlah
kematian sebanyak 863 ekor dan potong paksa sebanyak 390 ekor. Berbagai kebijakan
pengendalian wabah ini telah diterapkan, salah satunya adalah vaksinasi ternak. Pemberian
vaksin pada hewan ternak yang sehat mampu memperkecil peluang terjangkit wabah PMK dan
membantu memutus rantai penularan.

Pemerintah menyiapkan 4 juta dosis vaksin untuk menangani wabah PMK dan akan diberikan
secara bertahap ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Lampung, Bali, dan Nusa
Tenggara Barat. Jenis vaksin PMK yang disediakan oleh Kementan yaitu Vaksin PMK Kementan,
Aphtovaks-E, Bioaftogen, Decivac AMD FOE, dan Aphthovet PMK. Terhitung sejak 28 Desember
2024 hingga 1 Februari 2025, Kementan telah menyebarkan 276.148 dosis vaksin di berbagai
wilayah, baik daerah yang terjangkit maupun daerah yang tidak terjangkit (zero case), sebagai
bentuk upaya antisipasi lonjakan kasus. Distribusi vaksin yang sudah dilakukan harus terus
diawasi dan dievaluasi karena wabah PMK dikhawatirkan masih akan terus terjadi selama
beberapa pekan ke depan.

Penyebaran vaksin pada tahap pertama telah dilakukan di awal tahun 2025. Namun, beberapa
daerah sudah mulai melaporkan stok yang menipis dan dikhawatirkan belum dapat menahan
laju penularan secara optimal. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) telah menerima
4.000 dosis vaksin pada tahap awal. Hingga akhir Januari 2025 lalu, sebanyak 79,3 persen dosis
vaksin sudah diberikan kepada hewan ternak di berbagai lokasi, yaitu Pangkalpinang, Bangka,
Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Stok yang makin
menipis menimbulkan kekhawatiran karena jumlah ternak yang berisiko tertular masih cukup
tinggi, yaitu sebanyak 30.185 ekor. Hal yang sama juga terjadi di Sumatera Barat. Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinas PKH) Provinsi Sumatera Barat melaporkan bahwa
jumlah vaksin yang disiapkan masih belum optimal. Alokasi awal dari pemerintah pusat adalah
sebanyak 58.000 dosis vaksin yang akan diberikan secara bertahap untuk populasi ternak
sebanyak sekitar 400.000 ekor. Jumlah tersebut masih belum ideal karena diperkirakan hanya
mencakup 5 persen dari total populasi. Padahal jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai
kekebalan kelompok adalah sebanyak 70 persen vaksinasi. Beberapa wilayah bahkan sudah
mulai mengalami kekosongan stok, seperti di Kediri, Jawa Timur. Pada tahap awal, Kediri sudah
mendapatkan 7.050 dosis vaksin dan sudah dibagikan dalam program vaksinasi massal.
Kekosongan stok yang terjadi dapat menimbulkan risiko terjadinya peningkatan kasus.  Saat ini
kondisi wabah di Kediri sudah melandai, tetapi masih banyak terjadi kematian ternak. 

Guna mempertahankan efektivitas program vaksinasi PMK maka pemerintah perlu
memperhatikan beberapa hal. Pertama, pemerintah perlu memastikan ketersediaan stok dan
pemerataan distribusi, terutama daerah yang memiliki banyak kasus PMK. Jangan sampai
kekosongan stok meningkatkan risiko penularan wabah di daerah tersebut. Terlebih lagi
dengan kondisi cuaca ekstrem saat ini yang dapat menurunkan imunitas hewan ternak dan 
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VAKSINASI TERNAK UNTUK

PENANGGULANGAN WABAH PMK

Is
u 

Se
pe

ka
n

 B
id

an
g 

Ek
ku

in
ba

ng
, K

om
is

i I
V



Wabah PMK kembali merebak di Indonesia dan menimbulkan banyak kematian
hewan ternak. Salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi
wabah tersebut adalah melalui vaksinasi PMK. Penanganan PMK melalui program
vaksinasi perlu menjadi perhatian bagi DPR RI, khususnya Komisi IV. Melalui
pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI dapat memastikan kecukupan
stok vaksin nasional serta pemerataan distribusinya. Selain itu, juga dapat
mendorong mitra kerja terkait untuk memberikan dukungan bagi peternak yang
terdampak serta insentif bagi peternak yang secara aktif turut serta dalam
program vaksinasi. Sinergi antarpemangku kepentingan juga perlu didorong untuk
memastikan wabah dapat dikendalikan dan mencegah terjadinya wabah di masa
mendatang. Melalui fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI dapat memastikan
Kementan memiliki kecukupan anggaran untuk penyediaan dan distribusi vaksin. 

cnbcindonesia.com, 31 Januari 2025;
ditjenpkh.pertanian.go.id, 8, 31 Januari, dan 1 Februari 2025;
kompas.com, 1 Februari 2025;
kompas.id, 31 Januari 2025;
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dengan kondisi cuaca ekstrem saat ini yang dapat menurunkan imunitas hewan ternak dan
meningkatkan risiko penyebaran wabah. Kedua, pemerintah perlu secara aktif memberikan
edukasi kepada peternak mengenai pentingnya vaksinasi untuk memutus rantai penularan
wabah. Selain itu, juga dapat dibarengi dengan edukasi mengenai upaya pencegahan lainnya
seperti meningkatkan kebersihan kandang, melakukan vaksinasi secara mandiri, dan
melaporkan kesehatan ternak secara berkala kepada dinas terkait. Ketiga, pemerintah perlu
memperhitungkan kembali jumlah vaksin yang dibutuhkan secara nasional untuk memastikan
bahwa cakupan vaksinasi dapat membantu tercapainya kekebalan kelompok terhadap wabah
sehingga mampu mencegah terjadinya hal ini di masa mendatang. Keempat, terus
meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta untuk
menangani wabah PMK. Hal ini terutama terkait pengawasan dan pengendalian lalu lintas
hewan ternak. Hewan ternak yang didistribusikan harus dipastikan sehat dan sudah
mendapatkan vaksinPMK.
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